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TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan akuntabel, diperlukan
aparatur penyelenggara negara yang memiliki
integritas, profesional, netral, dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme;

bahwa untuk mendukung terwujudnya aparatur
penyelenggara negara yang bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme, pemerintah  telah
mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara
negara, termasuk di lingkungan Pemerintah Kota
Medan, untuk melaporkan harta kekayaan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme setiap
penyelenggara negara berkewajiban untuk
melaporkan dan mengumumkan kekayaan yang
dimiliki sebelum dan setelah menjabat kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kota Medan;

Pasal 18 ayat {6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan. Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150};

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5698);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679});



8.

10.

11.

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat [l Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat I Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67 )

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas]
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741};

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);



Menetapkan :

14, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

15.

16.

17.

18.

19.

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan
Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 122);

Peraturan Komisi Permnberantasan Korupsi
Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan
Dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21013,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan Dan
Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036};

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di
Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MEDAN.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

i 27

12,

13.

Daerah adalah Kota Medan.

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang  memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Medan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.

Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Kota Medan.

Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD
adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, vang selanjutnya disingkat
Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota
Medan.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.

Inspektur adalah Inspektur Kota Medan.

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Medan.

Kepala Bagian Hukum adalah Kepa,la Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Medan.



14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah SKPD yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan
perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, badan daerah,
inspektorat daerah, satuan polisi pamong praja daerah, kantor
daerah, sekretariat korps pegawai Republik Indonesia daerah, dan
kecamatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK
adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun, yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan
fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, vang selanjutnya
disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan
penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih
menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN
yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyvelenggaraan
negara.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan
keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian
penyelenggaraan negara.

Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan
kolektif.

Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperolah informasi yang benar, jujur dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,
dan rahasia negara.

Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.



23.

24.

23.

26.

Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian
yang berlandaskan Lkode etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan
mengoordinasikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan, yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
vang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
ASAB-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA

Pasal 2

Asas-asas umum penyelenggaraan negara, meliputi:

SN NEE

asas kepastian hukum;

asas tertib penyelenggaraan negara;
asas kepentingan umum;

asas keterbukaan;

asas proporsionalitas;

asas profesionalitas; dan

asas akuntabilitas.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang menaati asas-asas umum dalam
penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB IV
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

Wali Kota;

Wakil Wali Kota;

Kepala SKPD;

Direktur Perusahaan Daerah;

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA};

Pejabat Fungsional Auditor;

Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Daerah;

Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);

Bendahara Penerimaan;

Bendahara Pengeluaran di SKPD;

Pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan

Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

SRS e a0 o

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggara Negara wajib mengisi dan menvampaikan LHKPN

pada Tim Pengelola LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

a. menduduki jabatan struktural atau fungsional untuk pertama
kalinya;

b. mengalami promosi atau mutasi menduduki jabatan
struktural atau fungsional; dan

c. pensiun.

Pengisian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara:

a. manual; atau

b. online melalui laman http:/ /kpk.go.id.

Pasal 5

Penyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1} huruf a melaporkan harta kekayaan
dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.

Penyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf ¢ wajib menyampaikan
LHKPN dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.

Dalam hal Penyelenggara Negara Wajib LHKPN menduduki
jabatan yang sama selama 2 (dua] tahun wajib menyampaikan
LHKPN dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-B.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 6

Penyelenggara Negara Wajib LHKPN yang telah mengisi formulir
LHKPN secara manual menyampaikan formulir LHKPN kepada
KPK melalui Tim Pengelola LHKPN.

Penyelenggara Negara Wajib LHKPN yang melakukan pengisian

formulir LHKPN secara online menyampaikan bukti pengisian
LHKPN kepada Tim Pengelola LHKPN.

BAB V
TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 7

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) wajib
disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN.,

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. Pengarah : Wali Kota.

b. Penanggung jawab : Wakil Wali Kota.

c. Koordinator : Sekretaris Daerah.

d. Waldl Koordinator : Asisten Administrasi Umum.

e. Ketua : Kepala BKD.

f. Wakil Ketua : Inspektur.

g. Sekretaris : Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin
BKD.

h. Anggota : 1. Sekretaris BKD.

2. Kepala Bagian Hukum.

3. Kepala Bidang Pengadaan Pegawai
dan Pembinaan Sistem Informasi
BKD.

4. Kepala Bidang Pengembangan Karier

BKD.

Kepala Bidang Pengangkatan BKD.

Kepala Sub Bidang Disiplin BKD.

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan

Badan Kepegawaian Daerah.

8. Kepala Sub Bagian Penyusunan
Program BKD.

9. Kepala Sub Bagian Keuangan BKD.

10. Tambahan anggota sesuai kebutuhan.

~Now

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun daftar nama-nama Penyelenggara Negara yang
Wajib mengisi LHKPN;

b. mengambil formulir LHKPN dari KPK;
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c. menyampikan formulir LHKPN kepada Penyelenggara Negara
pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa
jabatan dan/atau Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pensiun
Penyelenggara Negara yang bersangkutan;

d. memonitor dan membantu pengisian formulir LHKPN;

e. menyampaikan formulir LHKPN vyang telah diisi oleh
Penvelenggara Negara kepada KPK;

f. menerima dan mendistribusikan dokumen LHKPN vang siap
diumumkan dari KPK untuk diumumkan diumumkan lingkup
Pemerintah Daerah;
melaksanakan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis yang
berkaitan dengan LHKPN; dan

h. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(4} Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola LHKPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat.

(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas
pegawai ASN pada Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah:

(6] Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai
perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah
Daerah (pertama kali menjabat, mengalami mutasi/promosi/
berakhirmya jabatan); dan

b. melakukan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN.

7} Tim Pengelola LHKPN dan sekretariat sebagaimana dimaksud
g
pada ayat (2) dan ayat (4) dibentuk oleh Wali Kota.

Pasal 7

Tim pengelola LHKPN memberikan:

a. asli tanda terima penyampaian LHKPN dari KPK kepada
Penyelenggara Negara Wajib LHKPN; dan

b. fotokopi tanda terima penvampaian LHKPN.

Pasal 8

Atasan langsung Penyelenggara Negara Wajib LHKPN wajib
melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pelaporan LHKPN secara berjenjang pada unit kerjanya.

Pasal 9

Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan,

dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)-diberikan sanksi berupa:

a. tidak akan diusulkan untuk menduduki jabatan struktural atau
jabatan fugsional;
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b. ditunda/tidak dilantik untuk menduduki jabatan struktural atau
jabatan fungsional yang lebih tinggi; dan
c¢. membatalkan pengangkatan/pelantikan pada jabatan struktural
atau jabatan fungsional.
Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Wali Kota
ini dibebankan pada APBD.

Pasal 11
Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan
Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kewajiban
Melaporkan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2012 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Juli 2016

WALI KOTA MEDAN,
ttd

DZULMI ELDIN S
Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFHE‘BKHRI\

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 26.



